1. Dalam pelaksanaan upaya uang paksa dalam putusan nomor 1626 K/Pdt/2020 belum
dapat secara efektif karena belum adanya pelaksanaan yang memang harus dibayarkan
oleh pihak PT Bank UOB kepada PT Karya Makmur Sentosa dan Kantor Pelayanan
kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

2. Dalam pelaksanaan pembayaran uang paksa yang sudah berkekuatan hukum sebaiknya
berbentuk surat keputusan bersama yang dimana dalam hal ini para tergugat dan
penggugat dalam pengembalian uang paksa ini memiliki kesepakatan bersama yang
dimana kapan dalam hal ini uang yang menjadi hak pengugat dapat dikembalikan oleh

tergugat kepada penggugat.

B. Saran

Dalam hal ini menurut penulis MA diharapkan segera menerbitkan PERMA atau surat
edaran atau petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) agar ketentuan pasal 116
ayat (4) UU nomor 9 tahun 2004 yang berkaitan dengan upaya uang paksa dapat diterapkan oleh

hakim peradilan tata usaha Negara secara efektif.
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